BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN,
PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2021 YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

|

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun
dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Seram Bagian Barat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republhk
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003



Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten
Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di
Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik I[ndonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5238) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 201! tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran




10.

i1,

4,

13.

14.

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah beberapakali dirubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041 };

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaj Ketiga Belas
Tahun 2021 Kepada Aparatur Negara, Pensiunan,
Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781}

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.05/2021
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 459);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran

Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021




Nomor 176, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Seram Bagian Barat Nomor 0178).

15. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 1 Tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 Nomor 0218}.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJl KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA,
PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA
TUNJANGAN TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati imt yang dimaksud dengan :

L.

=,

Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Bupati dan wakil Bupati adalah Bupati dan wakil Bupati Kabupaten

Seram Bagian Barat.

Ketua, wakil ketua dan Anggota Dewan adalah Ketua, Wakil Ketua dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian

untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang selanjutnya disingkat
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu

dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah APBD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran
2021.




7. Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah purna tugas dan diberi
penghargaan atas pengabdiannya kepada negara berupa manfaat pensiun

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari Aparatur Negara atau
pensiunan, dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

9. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan
tertentu untuk menerima pengahargaan dan/atau penghormatan dari
negara dalam bentuk pemberian Tunjangan sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

10. Hari Raya adalah Hari Raya [dul Fitri
Pasal 2

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 diberikan kepada

a. Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat

b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten
Seram Bagian Barat

c. PNS yang bekerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat

d. PNS yang diperbantukan pada instansi pemerintah diluar Pemerintah
Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang gajinya dibayarkan pada
Pemerintah daerah;

e. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan;
Calon PNS yang bekerja pada perangkat daerah di Ilingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat

g PPPK vyang bekerja pada instansi daerah Kabupaten Seram Bagian

Barat

Pasal 3

(2). Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 tidak diberikan
kepada PNS dalam hal :

a. Sedang cuti di luar tanggungan negara, atau

A S T



b. Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri
maupun di luar negeri yang gajinya dibavarkan okeh instansi tempat

penugasan.
Pasal 4

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK DAN Pejabat
Negara terdiri atas :
a. Gaji Pokok;
b. Tunjangan Keluarga;
c¢. Tunjangan Pangan; dan
d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai jabatannya
dan/atau pangkatnya.

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan dan Anggota
Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi adri uang
Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan o
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 5
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas :

a. 80% dari gaj pokok PNS;
b. Tunjangan Keluarga,

Tunjangan Pangan; dan

o o

Tunjangan Umum,;
sesuai jabatan dan/atau pangkat golongan/ruangnya.
Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam

pasal 2, tidak termasuk;

Tunjangan Kinerja;

g &

Tunjangan Kinerja Daerah dengan sebutan lain;
Tambahan Penghasilan Pegawai atau sebutan lain;
Insentif Kinerja;

Insentif Kerja;

SN Ve

Tunjangan Pengelolaan arsip statis;
e —




g. Tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau
tunjangan lain yang sejenis;

h. Tunjangan Pengamanan;

i, Tunjangan Profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau
tun jangan kehormatan;

Tambahan Penghasilan bagi guru PNS;

e

Insentifi Khusus

3

Tunjangan khusus;

. Tunjangan pengabdian;

s B

Tunjangan operasi pengamanari;

Tunjangan selisi penghasilan;

o

Tunjangan penghidupan luar negers;

k>

q. Tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah.

Pasal 7

(1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja
sebelum tanggal hari raya;

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebegaimana dimaksud pada ayat
(1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan
setelah tanggal Hari Raya.

(3) Tunjangan Hari Raya besarannya untuk 1 (satu) bulan pada bulan

April Tahun 2021].

Pasal8

(1) Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada Bulan Juni;

(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebegaimana dimaksud pada ayat (I
belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah
Bulan Juni.

(3} Gaji Ketiga Belas besarannya untuk 1 {satu) bulan pada bulan Juni

Tahun 2021.
Pasal9

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan

potongan iuran dan/atau potongan lain. berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.




(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaj Ketiga Belas dikenakan pajak
penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan ditanggung pemerintah.

(3) Dalam hal Aparatur Negara menerima lebih dari 1 {satu) Tunjangan
Hari Raya dan Gaj Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan
wajib mengembalikan kepada negara sesuali dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

Pasal 10

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD).

Pasal 11

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Badan Perngelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. _

(2) SPM Tunjangan Hari Raya dan gaj Ketiga Belas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaj bulanan.

(3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan
untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari

Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 12

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021

mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja

pegawal.
Pasal 13

Pengendalian internal dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.



Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 2 Mei 2021

XBUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

MOHAMMAD HASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
pada tanggal 4 Mei 2021

SﬁKﬂETARIS DAERAH
HWEAS
7 EU'P;&T\EH SERAM BAGIAN BARAT

MNST! R PUHAREA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR

. BE2Y




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
| NOMOR &  TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJl KETIGA
BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN,
DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM
BAGIAN BARAT

1. UMUM
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas merupakan
kebijakan pemerintah Republik Indonesia sebagai penghargaan atas
kontribusi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan diberikan
sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok
(funjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan atau
tunjangan umum) dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara
atau kemampuan keuangan daerah. Namun demikian dalam hal Aparatlir
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan sesuai
ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan
Gaji Ketiga Belas maka yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar. Apabila PNS,
Prajurit TNI, Anggota POLRI], Penerima Pensiun, dan Penerima
T\tunjangan tersebut juga sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau
Penerima T\tunjangan janda/duda maka kepada yang bersangkutan
diberikan tunjangan Hari Raya sekaligus tunjangan Hari Raya Penerima
Pensiun janda/duda atau tunjangan Hari Raya Penerima T\tunjangan

janda/duda.

Penetapan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan
Jandasan hukum bagi pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya bagi
PNS, Penerima Pensiun atau T\tunjangan dan Pegawai BLUD Lingkup

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021

1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL




Pasal 1

Cukupjelas
Pasa Pasal 2

Cukupjelas
Pasal3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukupjelas
Pasal 5

Cukujelas
Pasal 6

Cukupjelas
Pasal7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukupjelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukupjelas
Pasal 13

Cukupjelas
Pasal 14

Cukup jelas.




